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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 48 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
SEKRETARIAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasa l 5 Peraturan 
Daerah Nom or 7 Tahun 20 16 tentang Pembentu kan dan 
Su su nan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakh ir dengan Peraturan Daera h Kab aten Tasikmalaya 

omor Tah 202 1 te ang Peru bah an Kedu a a ta s Peraturan 
Daerah Kabu pa ten Tasikm alaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pem bentuk n dan Susunan Perangkat Daerah da n Pasal 93 

eraturan Bu a t" Ta sikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Keduduka n , S sunan Organi a si, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, perlu meneta pkan Peratu ran Bu pati Ta sikmalaya 
tentang T gas an u n gsi Sekretaria t Daerah; 

1. Undang-Un ant:> omor 4 Tahun 1950 tentang 
Pem ben uka Daera -Daerah Ka bupa ten Dalam Lingkungan 
Propin si jawa Barat (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1950), seba gaimana tela h di bah de gan Undang­
Undang Nomo 4 ahun 1968 ten tan g Pembentukan 
Kabu paten Purwakarta dan Kabu pate Subang dengan 
Me gubah Unda g-Undang omor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembent kan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Ba at (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nom r 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerinta h Nomor 18 
Tahu n 2016 tenta n g Perangka t Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Ca ra Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N mor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan Susun an Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalay a 
Tahun 2 0 16 Nomor 7) seba gaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir den gan Peraturan Daerah Ka bupaten 
Ta s ikm a laya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susuna n Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikm a laya Tahun 

2021 Nomor 3) ; 
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susun a n Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daera h Ka bupaten Tasikmalay a 

Tahun 2021 Nomor 39) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 
SEKRETARIAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
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1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 
2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya. 

4 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas 
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 19 4 5. 

6. Sekretariat Daerah adalah Perangka t Daerah yang mempunya i tugas 
m em bantu Bupati dalam penyusu nan kebijaka n dan pengoordina sian 
a dm inistratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
adm in istratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti. 

7 . Sekreta ris Daerah adalah pimpinan Sekretaria t Daerah. 
8. Asis ten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabu paten Tasikmalaya . 
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati sebagai jabatan struktu ral yang 

diperlu kan secara khusus serta mem iliki kualita s profesional. 
10. Jabata n Fungsional adala h keduduk a n yang menunju ka n tugas, tanggung 

jawab , wewenang dan hak Pegawa i Negeri Sipil dalam su a tu susunan 
organ isasi yang dalam pela ksanaa n tugasnya d ida sarkan pada keahlian danl 
atau keterampilan tertentu serta bers ifat mandiri. 

11. Urusa n Pemerin tahan adalah fun gsi-fungsi pemerin tahan ya ng menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingka tan dan l atau susunan pernerintah a..'1. untuk 
mengat u r dan rnengurus fungsi-fungs i tersebut yan g menjadi kewen a ngannya 
dalam rangka melindu n gi, m elayani, m emberdaya ka n dan rnen sejahterakan 
masyarakat. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

Pa sa12 

Susunan organisasi Sekretariat Da erah , terdiri a ta s: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri a ta s: 
a) Subbagian Adrninistrasi Perner intahan dan Kewilayahan; 
b) Subbagian Kerja Sarna dan Otonomi Daerah; dan 
c) Subbagian Pertanahan. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 
a) Subbagian Bina Mental Spiritual; 
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan 
c) SUbbagian Kesejahteraan Masyarakat. 

3. Bagian Hukum,terdiri atas: 
a) Subbagian Perundang-Undangan; 
b) SUbbagian Bantuan Hukum; dan 
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c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 

1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 
a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 

Umum Daerah; 
b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 
c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program. 

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c) Subbagia n Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

d. Asisten Administra si Umu m, terdiri atas: 
1. Ba gian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas: 

a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 
b) Subbagian Kearsipan; dan 
c) Subbagian Perpustakaan. 

2. Ba gian Organisasi, terdiri atas: 
a) Su bbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi . 

3. Bagian Protokol dan Komu n ikasi Pimpinan, terdiri a ta s : 
a) Subbagian Protokol; 
b) Subbagian Komunikasi Pimpina n; dan 
c) Subbagian Dokumentasi. 

4. Ba gian Tata Usa h a, terdiri a ta s: 
a) Subbagian Perencanaa n, Evaluasi dan Pela p oran; 
b) SUbbagian Keuan gan; dan 
c) Subbagian Tata Usaha da n Kepegawaian. 

e. Staf Ah li Bu pa ti; dan 
f. Kelompok J abatan Fungs ion al. 

BAB III 
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah 

Pasa13 

(1) Sekretaris Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalam hal menyusun dan mengoordinasikan 
perumusan kebijakan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan 
administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; 
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b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Rumah Sakit Umum Daerah, lembaga lain, dan Staf Ahli di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat 
Daerah; dan 

d. Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Sekreta r iat Daerah; 
b. Menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

urusan Pemerintah Daerah; 
c. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan pembinaan kinerja 

Pera n gkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah; 
d. Menyelenggarakan s inkronisasi da n harmonisasi penyelenggaraan u rusan 

Pemerin tahan Daerah; 
e. Menyelenggarakan pelayanan administratif Bupati dan Vvakil Bupati ; 
f. Menyelenggarakan pembin aan dan pengoordinasian perumusan kebijakan 

Pem erintah Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, 
perekonomian dan pembangunan serta a d ministrasi umum; 

g. Menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya a para tur serta pen gelolaan 
prasa rana dan sarana Perangkat Daerah; 

h. Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, 
perekonomian , pembanguna n dan kesejahteraan masyaraka t yang 
dilaksanakan Perangkat Daerah ; 

1. Menyelen ggarakan perumusan kebijakan, pem binaan dan pen gembangan 
hukum, organisasi dan ta ta laksana Perangkat Daerah; 

J. Menyelenggarakan pembinaan kesadaran h ukum da n penin gka tan kinerja 
Perangkat Daera h ; 

k. Menyelenggarakan peru musan kebijakan da n pembinaan pelaksanaan 
hubungan da n /atau kerja sarna pembangunan antar Daerah, an tar Daerah 
dengan Pem erintah, an tar Daerah dengan lembaga la innya; 

1. Menyelenggarakan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; 
m. Menyelenggarakan m onitorin g, evaluasi dan pela poran penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
kerja 
kerja 

n. Menyelenggarakan pengoordina sia n dan pembinaan hubungan 
internal Sekretariat Daerah dan antar Perangkat Daerah, satuan 
fungsional pelaksanaan di Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta 
lembaga lainnya di Daerah; 

o. Menyelenggarakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan; 

p. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi vertikal/ 
lembaga lain yang ada di Daerah; dan 

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
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b . Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 
c. Asisten Administrasi Umum. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasa14 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah 
dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan 
kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 
kesejahtera an rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata 
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sarna serta 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 
a. PenYl.lSUnan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah d i bidang kesejahteraan 

rak:yat; 
c. Pen goordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pemerintahan , hukum, dan kesejahteraan rakyat; 
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksa naan kebijakan Daerah di bidang 

pemerintahan dan hukum; 
e. Pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan kebijakan Daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dam pak yang tidak diin ginkan, da n faktor 
yang mempen garuhi pencapaian tujuan kebija kan di bidang kesejahteraan 
rakya t; 

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pem erintahan dan 
pembangunan serta su mber daya aparatur di bidang pem erintahan, 
hukum, dan kesejahteraan rakyat; 

g. Penyelen ggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan 
h. Pelaksan aan fu ngsi lain yan g diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yan g berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas 
Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
rincian tugas meliputi: 

pokok, Asisten Pemerintahan dan 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 
anggaran di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengendalian pelaksanaan pencapaian sasaran dan target 
kinerja meliputi bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan 

hukum; 
c. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerja 

sarna Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, lembaga lain dan organisasi 
non pemerintah; 

d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan produk hUkum Daerah; 
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e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan bidang hukurn Pernerintahan 
Daerah; 

f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan kerja sarna antar pernerintahan, 
kerja sarna swasta dan lernbaga pendidikan dan pengendalian dan evaluasi 
kerja sarna; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekornendasi pengernbangan 
kebijakan Pernerintah Daerah dalarn lingkup tugasnya; 

h. Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang pernerintahan, hukurn, dan kesejahteraan rakyat; 

1. Menyelenggarakan pengendalian, pernantauan dan pembinaan kinerja 
Perangka t Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah m enurut bidang 
tugasnya; 

J. Menyelenggarakan sinkronisasi dan harrnonisasi penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah menurut bidang tugasnya; 

k. Menyelenggarakan koordinasi, pela ksanaan, pernantauan dan eva luasi 
pelaksanaan tugas bidang pertanah a n ; 

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evalua si tugas 
Perangkat Daerah lingkup Asisten Pernerintahan Da n Kesejah teraan 
Ra kyat; 

rn. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa n tugas 
dan a nggaran di lingkup Asis ten Pem erin ta h a n dan Kesejahteraan Rakyat; 
dan 

n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Asisten Pernerintaha n dan Kesejahteraan Rakyat, sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) terdiri a ta s: 
a. Bagia n Tata Pernerin tah an; 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 
c. Bagian Hu kum. 

Paragraf 1 
Bagian Tata Pemerintahan 

Pa sa1 5 

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
huruf a rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan perurnusan 
kebijakan Daerah, pengoordinasian perurnusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pernantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan adrninistrasi 
di bidang administrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, otonorni 
daerah, fasilitasi kerja sarna dalam negeri, fasilitasi kerja sarna luar negeri, 
evaluasi kerja sarna dan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan. 

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Tata Pernerintahan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rnernpunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perurnusan kebijakan Daerah di bidang adrninistrasi 

pernerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kerja sarna 
dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perurnusan kebijakan Daerah di bidang 
adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, otonorni daerah, 
kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna; 
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c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 
bidang adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, otonorni 
daerah, kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja 
sarna; 

d. Penyiapan bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
di bidang adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, otonorni 
daerah, kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja 
sarna; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pernbinaan adrninistrasi di bidang 
adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, otonorni daerah, 
kerja sarna d alarn negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna; 

f. Penyia pan bahan pelaksanaan, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 
kebijakan teknis berkaitan pertanahan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dala rn rnenyelenggarakan tugas pokok Bagian Tata Perner intahan 
sebagaim ana dirnaksud pada ayat (1) rnempunyai tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagia n Tata 

Pemerintahan; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pernbinaan 

penyelenggaraan pernerintahan u rnurn dalarn pelaksanaan pengawasan, 
tugas pembantu an dan kerja sarna pernerintahan; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelen ggaraan 
un.lsan b idang p ertanahan dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, 
pengawasan; 

d. Men yelenggara kan penyusunan bahan inventarisa si u rusan pernerintahan 
seba gai baha n penetapan kebijaka n, pernbinaan , sosialisasi, birnbingan, 
konsultasi, supervis i, koordinasi, monitoring, eva luasi dan pengawasan 
penyelenggaraan pernerintahan serta laporan penyelenggaraan 
Pemerin ta han Daerah sebagai bahan laporan kepada Menter i Dalam Negeri 
rnelalu i Gubernur dan r ingkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada m asyaraka t; 

e. Menyelenggarakan koordinasi, m onitoring, evalua si dan penyusunan 
laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minirnal; 

f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan Laporan Penyelengaraan 
Pernerintahan Daerah (LPPD) , Ringkasan Laporan Penyelengaraan 
Pemerintahan Daerah (RLPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) dan Memori Serah Terima Jabatan dalam pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penetapan 
urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Kabupaten; 

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penataan Daerah yang rneliputi 
inventarisasi data sebagai bahan penetapan kebijakan, pernbentukan 
Daerah, pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan Daerah, 
monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian serta pembangunan sistem 
penataan Daerah; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan 
dan fasilitasi dewan pertimbangan otonorni daerah; 
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J. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan, 
pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati 
serta fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

k. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dekonsentrasi, tugas 
pembantuan dan kerja sarna daerah dengan pihak ketiga atau kerja sarna 
antar daerah; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan wilayah 
perbatasan meliputi perbatasan Daerah, toponimi dan pernetaan wilayah, 
pengembanga n wilayah perbatasan dan penetapan luas wilayah; 

m. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan 
penyelen ggaraan pemerintahan Kecama ta n; 

n. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi harm onisasi 
h u bungan antar Kecamatan; 

o. Menyelenggara kan penyusunan bahan kebijakan teknis pengemban gan 
Keca matan; 

p. Menyelenggarakan penyusu n an bahan keb ijakan teknis pem binaan 
Kecam atan; 

q. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam 
pen gendalian program penyelen ggaraan di bidang pemerin tahan ; 

r . Menyelenggarakan penyusuna n bahan rekomendasi pemberian izin lokasi 
dalam Daerah; 

s . Menyelenggarakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah; 
t. Menye1enggarakan Penyelesaian m asalah gan ti kerugian dan santunan 

tanah untuk pembangunan oleh Pemerin ta h Daera h ; 
u . Menyclenggarakan penyusunan bahan peneta pan subyek dan obyek 

redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan m aksimum dan 
tanah absen tee d a lam Daerah; 

v. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tanah u layat yang 
lokasinya dalam Daera h ; 

w. Menyelenggara kan penyelesa ian masalah tanah koson g dalam Daerah; 
x. Menyelenggarakan inventarisasi da n pema nfaatan tanah kosong dalam 

Daerah; 
y. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomen dasi penerbitan 1zm 

membuka tanah; 
z. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencan aan penggunaan tanah 

yang hamparannya dalam Da era h; 
aa. Menyelenggarakan penyusun an bahan evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan di bidang pemerintahan; 
bb. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan laporan pelaksanaan 

program dan kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan 
pertanahan; 

cc. Menyelenggarakan koordinasi dan analisis pencapaian sasaran dan target 
program Perangkat Daerah di bidang pemerintahan; 

dd. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait; 
ee. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bagian Tata Pemerintahan; dan 
ff. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; 
b. SUbbagian Kerja Sarna dan Otonomi Daerah; dan 
c . Subbagian Pertanahan. 

Pasal6 

(1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penYIapan bahan perumusan kebijakan Daerah 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan 
tugas pemba ntuan, fasilitasi da n koord inasi ya n g berkaitan dengan 
penyelen ggaraan pemilihan umuml pemilihan kepala Daerah, urusan 
kewilayahan, pembinaan dan pengem bangan kewilayahan, penataan Da erah 
dan penetapan batas wi layah dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri, keten teraman, ketertiban umum dan perlin dunga n masyarakat. 

(2) Dalam menyelen ggarakan tugas pokok , Subbagian Administrasi Pemerintahan 
dan Kewilayah an mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bah a n perencanaan lingkup Subbagian 

Adm inis tra si Pemerinta h an dan Kewilayahan; 
b . Menyia pkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidan g administrasi 

pemerin tahan dan kewilayah an; 
c. Menyiapkan bahan pengoordin a sian pe]aksanaan tu gas di bidang 

kepen duduka.Tl dan pen cata ta n sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri , ketenteraman, k etertiban u m um dan perlindu n gan masyarak a t; 

d. Mem fa silitasi Forum Kom u n ika si Pimpin an Da er ah; 
e . Mela k sanaka n fa silita si dan koordin a s i proses pengusulan, penga ngkatan 

dan pemberhentian Bu pati dan Wakil Bupa ti; 
f. Memfa s ilitasi pen gusu lan izin dan cuti Bupa ti dan wa kil Bu pati; 
g. MenYllsu n bah an la poran m emori serah terim a jabata n Bupati; 
h . Melaksa n a kan fa silitasi dan koordinasi per siapa n da n pelaksanaan 

Pemilihan Um u m ; 
1. Melaksanakan fa silitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian 

antar waktu piln pinan dan anggota legislatif; 
J . Menyiapkan bahan peman tau a n dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah bidang administrasi pem erin ta h an d a n kewilayahan; 
k. Melaksanakan fasilitasi dan koordin asi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan danl atau kelurahan; 
l. Melaksanakan koordinasi penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, 

serta nama lain dan/atau pemindahan ibu kota kecamatan; 
m. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 
n. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 
o. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala 

Daerah kepada Camat; 
p. Melaksanakan penyusunan bahan teknis pembinaan Kecamatan; 
q. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; 
r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 

bidang administrasi kewilayahan; 
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s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Administrasi 
Pemerintahan dan Kewilayahan; dan 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 7 

(1) Subbagian Kerja Sarna dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan, fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal, dan fasilitasi 
kerja sarna dalam negeri , fasilitasi kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja 
sarna. 

(2) Dalarn m enyelenggarakan tugas pokok Subbagian Kerja Sarna d an Otonomi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
m elipu ti: 
a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian Kerja 

Sarna dan Otonomi Daerah; 
b. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan Pemerin tah an Daerah; 
c. Menyusun ringkasan laporan penyelenggara an Pemerintahan Daerah ; 
d. Menyusun ba h an laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati; 
e . Mela k sanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal or ganisasi 

Peran gkat Dae ah; 
f. Melaksanakan pemantauan da n eva lu a s i pelaksanaan kebijakan Daerah 

bidan g otonomi d aerah; 
g. Menyiapkan bahan pelaksan aan perum u san kebijakan di b idang kerja 

sarna dalam n egeri dan kerj a sarna luar negeri; 
h. Men yiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan d i bidang 

peman tauan dan evaluasi kerja sarna d alam negeri dan kerja sarna luar 
negen ; 

1. Melaksan akan pengolahan data kerja sarna daerah da lam n egeri dan kerja 
sarna daerah lu ar negeri; 

J. Melaksa nak_an pengendalia n dan p erumusan da ta hasil kerja sarna daerah 
dalam n egeri dan kerj a sarna daerah luar n egeri; 

k. Melaksanakan fasilitasi forum dan a sosiasi Pemerintah Daerah; 
l. Melaksanakan pembinaan dan p engawasan kerja sarna daerah dalam 

negeri dan kerja S81na daerah luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah di lingkungan Pernerintah Daerah; 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sarna daerah dalam negeri dan 
kerja sarna daerah luar negeri; 

n. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sarna daerah 
dalam negeri dan kerja sarna daerah luar negeri; 

o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sarna daerah dalam 
negeri dan kerja sarna daerah luar negeri; 

p. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kerja Sarna dan 

Otonomi Daerah; dan 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa18 

(1) Subbagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis 
penyelenggaraan pertanahan, penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah 
garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 
pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah , ganti kerugian 
tanah kelebihan maksimum dan absentee, penetapan tanah ulayat, 
pemanfaatan, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Pertan ahan; 
b. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan analisis data yang berhubungan 

dengan kegiatan pertanahan; 
c . Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin lokasi dan 

izin membuka tanah; 
d . Melaksanakan penyiapan kegiatan musyawarah untuk penyelesaian 

sengke ta tanah; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengadaan tanah; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengadaan tan ah untuk 

kabu paten; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian ganti rugi tanah; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah; 
1. Melaksanakan kegiatan pengkajian laporan pengadu an, penelitian objek 

dan subjek sengketa, pen cegahan meluasnya dampak sengketa tanah 
dalan1 rangka penyelesaian tanah garapan; 

J. Melaksanakan penyiapan bah an fasil itasi musyawarah untuk 
men dapatkan kesepaka tan antar pihak yang bersengketa; 

k. Mela ksanakan penyiapan bahan pen etapan tanah ulayat; 
l. Melak sanakan penyia pan bahan p enyelesaian masalah dan pemanfaatan 

tanah kosong; 
m. Melaksa nakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Pertan ahan; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasa19 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

keagamaan, kesejahteraan so sial dan kesejahteraan masyarakat. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
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b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang keagamaan, kesejahteraan so sial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tuga s m eliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Kesejahteraan Rakyat; 
b . Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang keagamaan, kesejah teraan so sial dan kesejahteraan masyarakat; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi pemberian bantuan yang 

diaju kan oleh instansi terkait di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi d i bidang keagamaan, 
kesejahteraan so sial da n kesejah teraan masyarakat; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bah an perumusan kebijakan teknis 
penyelenggaraan keagamaan dan fasilitasi kegia tan keagamaan ; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan peringatan 
kea gam aan sebagai u paya menumbuh kembangkan pelaksan.aan ajaran 
a ga ma; 

g. Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan bidang 
kesejahteraan so sial dan kesejahteraan masyarakat; 

h. Menyelen ggarakan penyusunan bahan perumusan kebijaka n teknis 
pengemba ngan so sia l dan kemasya rakatan; 

1. Menyelenggarakan penyusunan baha n kajian da n telaaha n terhadap 
penyelenggara a n pemer'ntaha n dan pelayanan bidang keagamaan, 
pelayanan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan m asyarakat; 

J. Menyelenggarakan penyusunan dan analisis data kegiatan pembinaan 
bidang keagamaan, pelayanan kesejahteraan so sial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

k. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi kegiatan 
peringatan keagamaan; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait; 
m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Subbagian Bina Mental Spiritual; 
b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan 
c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. 
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Pasal 10 

(1) Subbagian Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan data 
dan perumusan kebijakan di bidang keagamaan meliputi pembinaan, 
fasilitasi dan pengembangan sarana prasana, kegiatan dan pendidikan 
keagamaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Bina Mental Spiritual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusu n an ba h an perencanaan lingkup SUbbagian Bina 

Mental Spiritu al; 
b. Menyiapka n data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama 

da n pendidikan keagamaa n; 
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubunga n dengan 

sarana peribadatan, saran a pendidikan agama dan pen didikan 
keagamaan; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi denga n instansi terkait dalam rangka 
pen gembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan a gam a dan 
pendidikan keagamaan; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan petunju k pelaksanaan di bidan g sarana 
peribad a tan, sarana pend idikan a gama dan pendidikan keagamaan; 

f. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana 
peribad a tan , sarana pendidikan a ga ma dan pendidikan keagama a n; 

g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan 
kebijakan Daerah bida ng lembaga dan kerukunan keagamaan; 

h. Menyiapkan dan men goordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga 
keagamaan dan keru kunan urn at beraga m a; 

1. Melakukan pembin a a n, fasilitas i dan pengembangan kerja sa rna an tar 
lem baga keagamaan dan kerukunan u mat beragama; 

J. Menyiapkan bahan pengolaha n da ta, saran, pertim ban gan serta 
koordin asi kegiatan dan penyusunan laporan program pembin aan umat 
beragama dan kerja sarna antar lembaga keagamaa n ; 

k. Melakukan koordinasi lintas sektor dan per temuan/rapat-rapat 
koordina si d i bidang kerukunan umat beragama dan ser ta kerja sarna 
an tar lembaga keagamaan ; 

l. Memfasilitasi dan m en goordinasikan pela ksanaan kegiatan kerukunan 
umat beragama dan aliran serta kerja sarna antar lembaga keagamaan; 

m. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat 
beragama dan aliran kepercayaan; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 

peringatan keagamaan sebagai upaya menumbuhkembangkan 

pelaksanaan ajaran agama; 
o. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan 

umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama 
dan aliran kepercayaan; 

p. Melakukan koordinasi kerja sarna so sial kemasyarakatan dan konsultasi 
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar 
urn at beragama dan aliran kepercayaan; 
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q. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama 
dan aliran kepercayaan; 

r. Menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan 
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 

s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Bina Mental 
Spiritual; dan 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) SUbbagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud d alam Pasal 9 ayat 
(4) h uruf b m empunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang sosial, transmigrasi, 
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengenda lian 
pen d uduk dan keluarga berencana. 

(2) Da laul menyelenggarakan tugas pokok , Subbagian Kesejahteraan Sosial 
sebaga imana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliput i: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Kesejahteraan Sosial; 
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah 

Daera h di bidang sosial, transmigrasi , kesehatan, pemberdayaan 
perempufu~, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pem erintah 
Daerah d i bidang sosial, tran smigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindunga n anak, pengendalian pen dud uk dan keluarga 
berencana; 

d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pela ksanaan 
k ebijaka n Pemerinta h Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, 
pem berdayaan perempu an, perlin dungan anak, pengenda lian penduduk 
dan keluarga berencana; 

e. Menyiapkan bahan pelayan a n a dministrasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, keseha tan, pemberdayaan 
perempua n, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

f. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada 
BadanjLembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau 
keluarga; 

g. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
hibah dan bantuan sosial kepada BadanjLembaga, Ormas, kelompok 
masyarakat dan individu atau keluarga; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kesejahteraan 
Sosial; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa112 

(1) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga, 
pariwisata, pendidikan dan kebudayaan serta kemasyarakatan lainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, Subbagian Kesejahteraan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Kesejahteraan Masyarakat; 
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah 

Daerah d i bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan dan 
kebudayaan serta kemasyaraka tan lainnya; 

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah 
Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan dan 
kebudayaan serta kem asyarakatan lainnya; 

d. Menyiapka n bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijak an Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, 
pariwisata, pendidikan dan kebudayaan serta kemasyarakatan lain nya; 

e. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pen didikan 
dan kebudayaan serta kemasyarakatan lainnya; 

f. lVlelaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kesejahteraan 
Masyarakat; dan 

g. Melaksanakan tugas kedin asan lainnya. 

Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pa sal 13 

(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok m elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang perun da ng-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi 
dan informasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang­

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi; 

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan di bidang perundang­
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
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d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Hukum; 

b. Menyelenggarakan pengolahan dan analisis data bahan masukan yang 
berhubungan dengan kegiatan perumusan produk-produk hukum 
daerah; 

c. Menyelenggarakan penelaahan, pengkajian perumusan konsep kebijakan 
Pemerintah Daerah berupa rancangan Peraturan Daerah, peraturan 
Bupati atau keputusan Bupati dan instruksi Bupati; 

d. Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang­
undangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan informasi dan 
pendokumentasian produk hukum; 

e. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah yang 
a kan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 

f. Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum daerah yang telah 
ditetapkan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait; 

g. Menyelenggara kan penyusunan konsep kajian yang berhubungan dengan 
pen etapan kebijaka n sebagai saran pendapat kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan dalam pengambilan kepu tusan; 

h. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerj a terkait; 
1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lin gkup Bagian Hukum; dan 
J. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SUbbagian Perundang-Undangan; 
b. Subbagian Bantuan Hukum; dan 
c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 

Pasal 14 

(1) SUbbagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, 
pengkajian, evaluasi, fasilitasi penyusunan produk hukum Daerah dalam 
bentuk Peraturan Daerah, dan peraturan atau keputusan Bupati, peraturan 
atau keputusan bersama. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perundang-Undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Perundang-U ndangan; 
b. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah; 
c. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah; 
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d. Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalarn proses penetapan 
peraturan Daerah; 

e. Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah; 
f. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk 

hukum Daerah; 
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 

Daerah; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Perundang­
Undangan; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pa sal 15 

(1) Su bbagian Bantuan Hukum sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 
huruf b m empunyai tugas p okok m elaksa n akan penyiapan bahan koordinasi, 
konst.l ltasi, pertimbangan dan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi 
Pem erintah Daerah dan perangkatnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Bantuan Hukum 
seba gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas m elipu ti: 
a . Melaksan.akan penyusunan bah an perencanaan lingkup Subbagian 

Ba n tuan Hukum; 
b. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelen ggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
c. Melaksanakan fasilitasi bantu an hukum, konsultasi hukum dan 

pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi un sur Pem erintah 
Daerah d alarn sen gketa hukum baik d i dalam maupun di luar 
pen gadilan ; 

d. Melaksanakan koordina si dan fasilitasi kerja sarna dalam pen anganan 
perkara hukum; 

e. Mela ksanakan koord inasi dan evaluasi penegakan dan perlindu ngan Hak 
Asasi Manusia (HAM); 

f. Menyiapkan baha n penyusunan pendapat h u ku m (legal opinion) ; 
g. Melaksanakan evaluasi dan p elaporan terhadap hasil penanganan 

perkara sengketa hukum; 
h. Melaksanakan penyusunan baha n koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Bantuan Hukum; 
dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasa n lainnya. 

Pasal 16 

(1) SUbbagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan 
inventarisasi, pengkajian dan evaluasi, pendokumentasian dan pemeliharaan 
produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi 
hukum. 

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Dokumentasi dan 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Dokumentasi dan Informasi; 

b. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 

c. Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam 
rangka pembentukan kebijakan Daerah; 

d. Menyiapkan bahan analisa, evaluasi dan kajian produk hukum Daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
f. Memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum; 
g. Melaksan akan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum 

Daerah m a u pun peraturan perundang-undangan lainnya; 
h. Melaks anakan evalu asi dan pela pora n terh ada p dokum enta si dan 

in form asi produk hukum Daerah; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluas i dan 

pelaporan h a sil pela k sanaan tuga s lingkup Subbagian Dokumentas i dan 
In formasi; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan la innya . 

Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pem bangunan 

Pasal 17 

(1) Asisten Perek onomian dan Pembangunan sebagaimana d im aksu d dalam 
Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok m emban tu Sekreta ris Daera h dalam 
pengoordin asian penyusunan k ebijakan Daerah , pengoordina sian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusuna n kebijakan Da erah dan 
pema n tauan dan eva lu asi pelaksanaan kebijakan Daerah d i bidang 
perekonomian dan su m ber daya a lam, administrasi pem b angunan dan 
penga daan barang dan jasa. 

(2) Dalam m enyelen gga raka n tugas pokok seba gaim ana dimaksu d pa da ayat (1), 
Asisten Per ekonomian dan Pemban gunan m empu nyai fungsi: 
a. Pengoor dina s ian penyusunan kebija kan Daerah d i bidang perekonomian, 

admin istra si pembangunan, dan sum ber daya ala n1.; 
b. Pengoordinasian pela ksan aan tugas Perangkat Daera h di bidang 

perekonomian, administra si pemban gu nan, pen gadaan barang dan jasa 
dan sumber daya alam; 

c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidan g penga daan barang dan jasa; 
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengaruhi pencapaIan tujuan kebijakan di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 
dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
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a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan 
dan anggaran di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengendalian pelaksanaan pencapaian sasaran dan target 
kinerja meliputi bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan 
barang dan jasa; 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan rekomendasi pengembangan 
kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya; 

d. Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
bidang perekonomian dan pembangunan; 

e . Menyelen ggarakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan dan 
pem binaan kinerj a Peran gka t Daerah dan rencana strategis Perangkat 
Daerah menurut bidang tugasnya; 

f. Menyelenggarakan sinkronisa si dan harrnonisasi penyelenggaraan 

u rusan Pemerintahan Daerah menurut bidang tugasnya; 
g. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengoordinasian dan p embinaan 

h u bungan kerja dengan dan anta r perusahaan Daerah; 
h. Menyelenggarakan pemantau an, evaluasi dan pelaporan pe laksanaan 

tugas dan anggaran di lingkup Asisten Perekonomian dan Pemban gunan; 
darl 

1. Menyelenggarakan tugas ked in asa n lain nya . 
(4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagaimana d im aksu d pada 

ayat (1 ) terdiri a tas: 
a. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan 
b. Bagian Pen gadaan Barang dan J asa. 

Paragraf 1 
Ba gian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 

Pasal 18 

(1) Bagian Perekonom ian dan Administrasi Pemban gunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 aya t (4 ) huruf a m empunyal tugas pokok 
melaksana kan pen goordinasian perumusan kebijaka n Daerah, 
pengoordinasian pelaksana an tugas Perangkat Daerah, p emantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembin aan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
pengendalian dan distribusi perekonomian , perencanaan dan pengawasan 
ekonomi mikro kecil, penyusuna n program, pengendalian program, evaluasi 
dan pelaporan dan sumber daya alam. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 
Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, perenCanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro kecil, penyusunan program, 
pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan sumber daya alam; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 
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Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro kecil , penyusunan program, 
pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan sumber daya alam; 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 
Umum Daerah, pengendalian dan d istribusi perekonomian, perencanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro kecil, penyusunan program, 
pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan sum ber daya alam; 
dan 

d . Pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan 
Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) 
m em punyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan p erencanaan lingkup Bagian 

Perekonomian dan Administr a s i Pembangunan; 
b. Menyelenggarakan pengolahan dan analisis data program perekonomian 

dan administrasi pembangunan daerah di bidang pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian 
dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi 
mikro kecil, p enyusunan program, pengendalian program, evalu asi dan 
pelaporan dan sumber daya alam; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam 
pengendalia n progra m perekonomian dan a dministrasi pemban gunan di 

b idang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 
Umum Daerah, pengend a lian dan distribusi perekonomian, perencanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro k ecil, penyusu nan program, 
pengendalian p rogram, evaluasi dan pelaporan dan sumber daya alam; 

d. Menyelengga rakan penyusun an bahan evaluasi dan pelaporan 
perekonom.ian dan a d m inistrasi pembangunan di bidang pembinaan 
Badan U saha Milik Daerah d an Badan Layanan U mum Daerah 
pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil, penyusunan program, pengendalian 
program, evaluasi dan pelaporan dan sumber daya alam; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan dan laporan pelaksanaan program dan 
kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi 
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan 
sumber daya alam; 

f. Menye1enggarakan koordinasi dan analisis pencapaian sasaran dan target 
program Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pengendalian dan distribusi 
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan 
sumber daya alam; 
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g. Menyelenggarakan asistensi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
Perangkat Daerah; 

h . Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan di 
bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil, penyusunan program, pengendalian 
program, evaluasi dan pelaporan dan sumber daya alam; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan kebijakan 
pelaksanaan program di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 
dan Badan Layanan Umum Daerah pengendalian dan distribusi 
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan dan 
sumber daya a lam; 

J. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi peren canaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah 
pengendalian dan d istribusi perekonomian, perencanaan dan 
pen gawasan ekonomi mikro kecil, penyusunan program, pengen dalian 
program , eva lua s i dan pelaporan dan su mber daya alam; 

k. Menyelen ggarakan koordinasi dan konsultasi dengan u n it kerja terkait; 
1. Menyelenggarakan peman tau an, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan 
m. Menyelenggarakan tugas kedin a san lainnya. 

(4) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pem ba n gunan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 

Umum Daerah; 
b. Subbagian Perekonom ian dan Sumber Daya Alam; dan 
c. Subbagian Penyusunan, Pengenda lian dan Pela poran Program; 

Pa sal 19 

(1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok m elaksanakan penyiapan bahan kebijakan 
penetapan, pengkajian , pengelolaan, monitoring dan evalua si Badan Usaha 
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pembinaan Badan Usaha 
Milik Daerah dan Badan Layanan U mum Daerah se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan ba han perencanaan lingkup Subbagian 

Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

b . Menyusun bahan dan data serta analisa pembinaan dan pengembangan 
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 

c. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan 

Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 
d. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 

dan Badan Layanan Umum Daerah; 
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e. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha 
Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah; 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 20 

(1) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa l 18 ayat (4) huruf b m empunyai tugas pokok melaksanakan 
pengoordinasian perumusan 
pelaksanaan tugas Perangkat 
pelaksanaan kebijakan Daerah di 
ala m o 

kebijakan Daerah, pengkoordinasian 
Daerah, pemantauan dan evaluasi 

bidang perekonomian, dan sumber daya 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Perekonom ian dan 
Sumber Daya Ala m sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai rincian 
tuga s m eliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
b. Menyusun bahan dan data serta analisa d i bidang pen gen dalian dan 

d istribusi perekonomian, peren canaan dan pengawasan ekon om i mikro 
kecil, pen gembangan pa riwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, 
perindustrian, da n perda gangan; 

c. Menyusun bahan peru musan kebijakan di bidang pengendalian dan 
d istribu si perekonom ian, perencanaan dan pengawasa n ekonom i mikro 
k ecil, pengembangan pariwisata, koperasi, u saha mikro kecil menengah, 
perindustrian, da n perdagangan; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan insta nsi terkait terhada p pelaksanaan 
kegiatan pengenda lian dan d istribusi perekonomian, peren canaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil, pengemba ngan pariwisata, koperasi, 
usaha mikro kecil m enengah, perindustrian, dan perdagangan; 

e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 
umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro kecil, pengembangan parlwlsata, 
koperasi, usaha mikro kecil m enengah, per industrian, dan perdagangan; 

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil, pengembangan pariwisata, koperasi, 
usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan; 

g. Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi 
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, 

perindustrian, dan perdagangan; 
h. Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber 
daya mineral dan lingkungan hidup; 
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Menyusun bahan perumusan 
perkebunan, ketahanan pangan, 
mineral dan lingkungan hidup; 

kebijakan di bidang pertanian, 
peternakan, perikanan, sumber daya 

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 
kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, 
perikanan, sumber daya mineral dan lingkungan hidup; 

k. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 
umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, 
perikanan, sumber daya mineral dan lingkungan hidup; 

1. Me1aksana kan pemantauan dan evaluasi serta pe1a poran di bidang 
pertania n , perkebunan, ketahanan pangan, peterna ka n, perikanan, 
sum ber daya mineral dan lin gkungan h idup; 

m. Memfa silitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan 
ketahanan pangan, peternakan, perikan an, dan lingkungan hidu p; 

n . Memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan 
pa ngan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; 

o. Melaksanakan penyusunan baha n koordinasi, peman tauan , eva lua si dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tu ga s lingkup Subbagian Perekonom ian dan 
Su mber Daya Alam; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa l 21 

(1) SUbbagia n Penyusunan , Pengendalia n dan Pelaporan Program sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c mempu nyai tugas pokok 
melaksanakan penYlapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, 
pembinaan, penyusuna n program, pengen dalian tugas, fasilitasi, evaluasi 
dan pelaporan adm inistrasi Perangkat Daerah di bidang a dm inistrasi 
pembangu n an. 

(2) Dalan1 menyelenggarakan tu gas pokok, Subbagian Penyusunan, 
Pengen dalian dan Pelaporan Program seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Me1aksanaka n penyusunan bahan peren can aan lingku p Subbagian 

Penyusu n an, Pengendalian dan Pelaporan Program; 
b. Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program, 

dan pengendalian program pemban gunan Daerah; 
c. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program 

pembangunan Daerah; 
d . Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan program pembangunan Daerah; 
e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provmSI dan 

kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan 
sinergitas program pembangunan Daerah; 

f. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan 
program pembangunan Daerah; 

g. Melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka 
mengembangkan akses pembangunan Daerah; 



25 

h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program 
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian piha k lain 
dalam rangka kelancaran program pembangunan Daerah; dan 

1. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan 
Daerah; 

J. Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan 
sesuai dengan program pembangunan Daerah; 

k. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan 
Daerah; 

l. Melaksanakan koordinasi denga n berba gai piha k dalam rangka 
m engurangi tingkat resiko dan kerugia n akiba t pelaksanaan program 
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 

m . Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lem baga 
pemerintah maupun swasta; 

n . Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian 
pelaksanaan program pembangunan; 

o. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 
Daerah; 

p. Melaksan akan koordinas i dan fasilitasi dalam ra n gka pelaksanaan 
rnonitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah; 

q . Mencatat, menyusun rekomendasi dan m enindaklanjuti h asil temuan 
monitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah; 

r. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 
pem bangu n an Daera h; 

s . Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan 
kebijakan program pembangunan Daerah; 

t. Melaksanakan penyusun an bahan koordinasi, pemantauan, eva luasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lin gkup Subba gian Penyusunan, 
Pengendalian da n Pelaporan Program ; dan 

u . Melak sanakan tu gas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Bagian Penga daan Barang dan J asa 

Pasa122 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa seba ga imana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (4) huruf b mempunyai tuga s pokok m elaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 
pengadaan barang dan jasa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
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b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
danjasa; 

c . Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
danjasa; 

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan j a sa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik , pembinaan dan advoka si 
pengadaan barang dan j a sa; 

e . Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pem bangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tu gas pokok, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
seba ga imana dimal<:sud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perenca naan lingkup Bagian 

Pen gadaan Barang dan J asa; 
b . Menyelenggarakan pengolahan dan analisis data program pengadaan 

barang dan jasa; 
c . Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan keb ijakan dalam 

pen gadaan barang dan jasa; 
d. Menyelengga rakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan d i bidang 

p en gadaan barang dan jasa; 
e. Menyelen ggarakan pengelolaan dan pengolahan serta penyusun an 

laporan pelaksanaan pengadaan barang dan ja sa; 
f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitas i administrasi pengadaan 

barang dan jasa; 
g. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai kepala Unit Kelja Pengadaan 

Barang dan J a sa; 
h . Menyelengga rakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan 

baran g dan jasa; 
1. Menyelen ggarakan fasilitasi pengembangan jabatan fun gsional pengelola 

pengadaan barang dan j a sa; 
J. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan u nit kerja terkait; 
k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bagian Pengadaan Baran g dan Jasa; dan 
1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c . Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

Pasa123 
(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
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kegiatan pengadaan barang/jasa untuk seluruh Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan J asa; 
b. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barangjjasa; 
c. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
d. Melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengadaan 

barang dan jasa; 
e. Menyusun strategi pengadaan barang/j a sa; 
f. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
g. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 
h . Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral; 
1. Membantu perencan aan dan pengelolaan kontrak pen gadaan 

barang/ jasa pemerintah; dan 
J. Meiaksanakan pemantauan dan evaluasi pelak sanaan pen gadaan 

barang/ja sa pem erin tah; 
k. Melaksanakan penyusun an bahan koordinasi , pemantauan, evalu asi dan 

pelaporan h asil pelaksa n aan tugas lingkup Su bbagian Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan J a sa; dan 

1. Melaksa nakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 24 

(1) Subbagian Pengelolaan Layana n Penga daan Secara Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b mempunyai tuga s pokok 
melaksanaka n kegiatan perumusan kebij aka n , penyelenggaraan, 
pemantau a n, evaluas i serta pelaporan pelaksanaan k ebijakan dan 
pembinaan da n / atau fasilitasi dan/ atau pelaksana a n kegiatan terkait 
dengan pengelolaan sistem in formasi da n infrastruk tur pengadaan barang 
atau jasa, pelaya nan informasi pengadaan barangjja sa , dan pengelolaan 
data dan informasi kontrak hasil pengadaan barang/jasa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
b. Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang 

dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) 
dan infrastrukturnya; 

c. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
elektronik; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 
sistem informasi pengadaan barang dan jasa; 

e. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 
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f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 

g. Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan Jasa 
pemerintah kepada masyarakat luas; 

h . Mengelola informasi kontrak; 
1. Mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pa sal25 

(1) Sub bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordin a sian, 
penyelenggaraan, pemantauan, eva luasi serta pelaporan pela ksa naan 
kebijakan dan pembinaan dan j atau fasilitasi dan j atau pelaksanaan kegiatan 
pembinaan bagi pelaku pengadaan barangjjasa pemerintah, pen gelolaan 
kelembagaan unit kerja pengadaan barangjjasa, pembinaan pengetahuan 
pengadaan barangjjasa pemerintah dan pelayanan konsultasi substansi 
hukum serta layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pembinaan da n Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Pem binaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Melaksana kan pembinaan bagi p ara pelaku pengadaan barang dan jasa 

pem erintah, terutama para pengelola pengadaan barang da n jasa dan 
personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ; 

c. Melaksanakan pengelolaan man ajemen pengetahuan pengadaan barang 
danjasa; 

d. Membina hubunga n dengan para pemangku k epentingan; 
e. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit 

Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 
f. Melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa; 
g. Mengelola personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 
h. Melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan J asa; 
1. Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik; 
J. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang 

dan jasa pemerintah; 
k. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, danj atau konsultasi 

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah 
provinsi, kabupatenjkota, dan desa; 

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, danj atau konsultasi 
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barangjjasa 
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pemerintah, an tara lain sistem informasi rencana umum pengadaan, 
sistem pengadaan secara elektronik, e-katalog, e-monev, sistem informasi 
kinerja penyedia; 

m. Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 
n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Keem pat 
Asisten Administrasi Umum 

Pasal26 

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u ruf d 
m em punyai tugas pokok mem bantu Sekretaris Daerah dalam penyusu nan 
kebij akan Daerah , pelaksa n aan kebijakan, pengoordinasian pela lcsa naan 
tugas Perangka t Daerah dan pemantaua n dan evaluasi pelak sanaan 
kebijakan Daerah d i bida n g umum, organisasi, protokol dan k om u nikasi 
pimpinan, perencanaan dan keuangan dan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidan g kearsipan dan bidang perpustakaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pad a aya t (1), 
Asis ten Administrasi Umum m empunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan Da era h di bidang organisasi; 
b . Pelaksanaan kebijakan d i bidang umu m , protokol dan kom unikasi 

pim pinan, dan perencanaan d a n k eu angan; 
c. Pengoordin a sian pe]aksanaan tugas Perangkat Daera h d i bidang 

organlsasl; 
d. Penyiapan pelaksanaan pem a nta u an dan evaluasi di bid a n g umum, 

orgamsasl, protok ol dan kom unika si pimpinan , dan perencanaan dan 
keuangan; 

e. Pem antauan dan evaluasi pelak sanaan kebijaka n Daerah di bidang 
organlsa sl; 

f. Penyiapan pela ksanaan pembin aan a dministrasi dan a paratur sipil 
negara pada instansi Daerah; 

g. Penyelenggaraan peru musan kebijaka n urusan pem erintahan bidang 
kearsipan dan bidang perpustaka an; 

h. Penyelenggaraan u rusan pemerintaha n bidang kearsi pan dan 
perpustakaan; dan 

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan 

dan anggaran di lingkup Asisten Administrasi Umum; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengendalian pelaksanaan pencapaian sasaran dan target 
kinerja meliputi bidang administrasi umum dan ketatausahaan, 
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organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan reformasi birokrasi, 
keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, rumah tangga, 
perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan rekomendasi pengembangan 
kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya; 

d . Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
bidang administrasi umum dan ketatausahaan, organisasi dan tata 
laksana, akuntabilitas dan reformasi birokrasi, keprotokolan, komunikasi 
dan dokumentasi pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, 
evaluasi, pelaporan dan keuangan; 

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan 
ketatalaksanaan, analisis jabatan dan 
pemerintah Daerah; 

penataan kelembagaan, 
pendayagunaan aparatur 

f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan keprotokolan, komunikasi 
pimpinan, dan dokumentasi pimpinanjBupati dan Wakil Bupati dan 
Pemerintah Daerah; 

g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah; 
h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan Bupati dan Wakil 

Bupati dan Sekretariat Daerah; 
1. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan barang daerah; 
J. Menyelenggarakan penyiapan ba h an pengendali.an, pemantauan dan 

pembinaan. k inerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat 
Daerah menurut bidang tugasnya; 

k. Menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi penyelen ggaraan 
urusan Pem erintahan Daerah menu rut bidang tugasnya; 

l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tu gas dan anggaran di lingkup Asisten Administrasi Um um; dan 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Asisten Administra si Umum seba gaimana dimaksud pad a aya t (1) terdiri 

atas: 
a. Bagian Umum, Kearsipan dan Perpusta kaan; 
b. Bagia n Organisasi; 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
d . Bagian Tata Usaha. 

Paragraf 1 
Bagian Umum 

Pasal27 

(1) Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga 
dan perlengkapan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
kearsipan dan bidang perpustakaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di rumah tangga dan 

perlengkapan; 
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b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah 
tangga dan perlengkapan; 

c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan kearsipan; 
d. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan kearsipan; 
e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; 

. f. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengembangan 
perpustakaan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Umum, Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai rincian tugas : 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Umum, Kearsipan dan Perpustakaan; 
b . Menyelenggarakan penyusunan bahan pelayanan adminis trasi 

perlengkapan Sekretariat Daerah; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengaturan, 

pengendalian dan pengadaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian dalam penggunaan 
dan pemanfaatan, pemeliharaa n, serta pengajuan usulan pe l1.ghapusan 
perlengkapan di lingkungan Sekre ta riat Daerah; 

e. Menyelenggarakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil 
Bupati serta Sekretariat Daerah; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pelayanan urusan rumah tangga di 
lin gkungan Sekretariat Daerah, Gedung Negara/ Pendopo dan Bupati dan 
Wak il Bupati; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi kegia tan rapat-rapa t koordinasi di lil1.gkungan 
Pemerintah Daerah; 

h . Mel1yelenggarakan u rusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta 
Sekreta riat Daerah; 

1. Menyelenggarakan penyediaan a komodasi, jamuan, m akanan dan 
minuman u ntuk kegiata n Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah 
dan rapat-rapat; 

J. Menyelenggarakan pemeliharaan p eralatan dan perlengkapan kantor; 
k. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah pad a Sekretariat 

Daerah; 
1. Menyelel1.ggarakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah; 
m. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dalam pemecahan 

masalah yang berhubungan del1.gan pengaturan perlengkapan yang akan 
dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah; 

n . Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

o. Menyelenggarakan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan 
perlengkapan dan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah; 

p . Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 
pemeliharaan kendaraan dinas, Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas 
operasional dan sewa kendaraan; 
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q. Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada perangkat Daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organlsasl 
kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan; 

r. Menyelenggarakan pengelolaan pengamanan dan pelayanan informasi 
publik; 

s. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan arSlp dinamis Daerah 
Kabupaten; 

t. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten; 
u. Menyelenggarakan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan 

nasional tingkat kabupaten; 
v. Menyelenggarakan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah 

kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; 
w. Menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 

yang berskala kabupaten; 
x. Menyelenggarakan penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang 

digabungkan danl atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan 
dan desa/ kelurahan; 

y. Menyelenggarakan autentikasi arsip statis dan a rsip hasil a lih media 
kabupaten; 

z. Menyelenggarakan pencarian arsip statis kabupaten yang dinyatakan 
h ilang; 

aa. Menyelenggarakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 
di kabupaten; 

bb. Menyelenggarak an pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten; 
cc. Menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah 

kabupaten; 
dd. Menyelenggarakan pelestarian naskah kuno milik daerah kabupa ten; 
ee. Menyelenggarakan pengembangan koleksi bu daya etnis nusan tara yang 

ditem ukan oleh pemerintah daerah kabupaten; 
ff. Menyelen ggarakan pemantauan, evalu asi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan; 
gg. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. Subbagian Rumah Ta n gga dan Perlengkapan; 
b. Subbagian Kearsipan; dan 
c. Subbagian Perpustakaan. 

Pasal28 

(1) SUbbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan 
penyediaan akomodasi, jamuan makan dan minum kegiatan, pelayanan tamu, 
rapat-rapat Pemerintah Daerah, pelayanan dan pengelolaan, pengadaan 
perlengkapan, pengaturan, pengendalian pengamanan, pemeliharaan saran a 
dan prasarana Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Rumah Tangga dan 
Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup SUbbagian Rumah 
Tangga dan Perlengkapan; 

b. Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati 
serta Sekretariat Daerah; 

c. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
d . Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah; 
e. Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah; 
f. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman 

untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rap at­
rapat. 

g. Melaksanaka n penytapan sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan Bupati dan Wakil Bupa ti serta Sekretariat Daerah; 

h. Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana da n prasarana 
ser ta menjaga kebersihan ka ntor di lingkup Sekretariat Daerah; 

1. M laksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 
pemeliharaan k endaraan d inas, Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas 
opera siona l dan sewa kendaraan; 

J . Mela k sanakan penyusunan ba han koord inasi, pemantauan, evalua si dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagia n Ruma h Tangga dan 
Perlengkapan; dan 

k. Melaksa nakan tugas ked in asan lainnya. 

Pasa1 29 

(1) Subbagian Kea rs ipa n sebaga imana dimaksud dala m Pa sal 27 ayat (4) huruf a 
mempunyai tuga s pokok melaksanakan penyiapan bahan kebij a ka n teknis 
penyelen ggaraan, pengoordinasian, p engendalian tu gas di bid ang kearsipan 
melipu ti pembin a a n dan pengembanga n , pen gawa san dan pengelolaa n. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tuga s pokok, Subbagia n Kearsipan sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1) m empunya i rin cian tugas meliputi : 

a. Melal<.sanakan penyusunan bahan perencanaan lingku p Subbagian 
Kearsipa n ; 

b. Melaksa nak a n penyusuna n ba han perumusan kebijaka n tekn is pembinaan 
dan pengembangan, pengawasan dan pengelolaan kears ipan; 

c. Melaksanaka n penciptaan dan penggunaan arsip dinamis; 
d. Melaksanakan pemelih araan dan penyusutan arsip dinamis; 
e. Melaksanakan pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli 

arsip terjaga kepada ANRI; 
f. Melaksanakan akuisisi, pengolahan , preservasi, dan akses arsip statis; 
g. Melaksanakan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat 

Daerah kabupaten melalui JIKN; 
h. Melaksanakan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga 

kearsipan Daerah kabupaten; 
1. Melaksanakan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki 

retensi di bawah 10 tahun; 
J. Melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun; 
k. Melaksanakan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana; 
1. Melaksanakan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana; 
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m. Melaksanakan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta 
penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Perangkat Daerah 
kabupaten; 

n. Melaksanakan pendataan, penyusunan 
penyerahan atau pemusnahan arsip bagi 
kabupaten; 

daftar dan penilaian serta 
pembubaran Perangkat Daerah 

o. Melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah 
kecamatan; 

p. Melaksanakan pendampingan penyelamatan arSlp bagi pemekaran 
desaj kelurahan; 

q. Melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai 
persyaratan penjaminan keabsahan arsip; 

r. Melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan 
penjaminan keabsahan arsip; 

s. Melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang 
dinyatakan hilang; 

t . Melaksanakan evaluasi d an penetapan hasil alih media yang d inyatakan 
hHang; 

u. Melak:sanakan penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA); 
v. Melaksanakan penyusunan dan penetapan SOP penggunaan ars ip yang 

ber sifat tertutup; 
w. Melaksanakan penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arSlp 

yan g bersifat tertu tup ; 
x. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kearsipan; dan 
y . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal30 

(1) Subbagian Perpusta kaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
huruf b m empunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan 
teknis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
pembinaan, pengembangan k oleksi, p engolahan bahan pustaka, layanan dan 
otomasi perpustakaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagia n Perpustakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Perpustakaan; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 
dan pengembangan perpustakaan; 

c. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan 
elektronik; 

d. Melaksanakan pengembangan perpustakaan di tingkat Daerah kabupaten; 
e. Melaksanakan pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah 

tingkat Daerah kabupaten; 
f. Melaksanakan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di 

seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; 
g. Melaksanakan pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten; 
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h. Melaksanakan peningkatan kapasitas 
pustakawan tingkat Daerah kabupaten; 

tenaga perpustakaan dan 

1. Melaksanakan pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat 
kabupaten; 

J . Melaksanakan pengembangan bahan pustaka; 
k. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka; 
1. Melaksanakan penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga 

perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah kabupaten; 
m. Melaksanakan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan 

dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat; 
n. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di 

tempa t-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah kabupa ten; 
o. Me1aksanakan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial; 
p . Melaksanakan pemilihan duta baca tingkat Daerah kabupaten; 
q. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpa nan, 

perawatan, pelestarian da n pendaftaran naskah kuno; 
r. Melaksanakan pengembangan , pengola h an dan pengalihmediaan n askah 

ku no yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarika n da n didayagunakan; 
s. Melak sanakan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara; 
t. Melaksanakan pengolahan d an penyia n gan koleksi budaya etn is nusantara; 
u. Melaksa n a ka n penyusunan baha n koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lingkup Subbagian Perpustakaan; dan 
v. Melaksa nakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Bagian Organisasi 

Pa sal31 

(1) Bagian Organisasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyia pa n perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian perumusan kebijaka n Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tu gas Pera ngkat Daera h, pemantauan dan evalua si pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis ja bata n, pelayanan 
publik dan tata laksa n a, dan kinerja dan reformasi birokrasi . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bagian Organisasi mempunyai fu ngsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

d . Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan 
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e . Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Organisasi; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penataan 

kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, analisis jabatan, akuntabilitas 
kinerja, reformasi birokrasi, pelayanan publik dan ketatalaksanaan; 

c. Menyelengga rakan pengolahan dan analisis data organisasi Perangkat 
Daerah meliputi kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, 

ketata laksanaan, a kuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; 

d . Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijak an analisis 

kebutuhan, penyusunan formas i dan pedoman syarat jabatan berupa 

in formasi jabatan sebagai bahan penataan kepegawaian; 

e. Men yelenggarakan pen yusuna n bahan perumusan kebijakan pemberian 
tu nja ngan kinerja a tau tambahan p engha silan pegawai; 

f. Men yelen ggarakan penyusunan ba han pembinaan dan pengembangan tata 

lak san a ; 

g. Menyelenggarakan penyusunan ba han pembinaan dan pengem bangan 

pelayanan publik; 
h. Menyelengga rakan koordinasi penyusunan baha n perumusa n kebijakan 

sist em koordinasi Perangka t Daerah dalam penyelenggar a an urusan 

Pem erintahan Daerah, pembangun an d a n pelaya nan kepa d a m a sya rakat; 

1. Menyelenggara kan penyusunan bahan p em binaan pela ksa naa n survey 

kep u a san m a syaraka t ; 

J . Men yelenggarakan pem binaan d a n fas ilitasi inovasi pelayanan publik; 

k. Men yelenggarakan fasilitasi penyusuna n standar operasiona l prosedur; 
1. Menyelenggarakan fa silitas i penyusun a n s tand a r pelayana n; 

m. Menyelen gga rak an penyusunan ba han perumusan kebija kan sistem 

ketatala k s anaan dan tata kerja orga nisasi Perangka t Daera h ; 

n . Menyelenggar a kan penyusunan bahan pembin a a n d a n p endayagunaan 

aparatur n egara di Daerah dalam rangka m eningkatkan kinerja pelayanan 

kepada masyara kat; 
o. Menyelenggarakan penyusunan ba h an pelaksa naan kebijakan forum 

komunikasi pendaya gunaan aparatur n egara di Daerah; 

p. Menyelenggarakan penyusunan bahan p erumusan kebijakan penyusunan 

struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah atau unit organisasi 

Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

q. Menyelenggarakan penyusunan bahan kajian dan evaluasi kelembagaan 

organisasi Perangkat Daerah; 
r. Menyelenggarakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja; 

s. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait; 

t. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bagian Organisasi; dan 

u . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bagian Organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b. SUbbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c . Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

Pasa132 

(1) SUbbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan kaj ian, penataan dan evaluasi kelembagaa n 
organisasi Pera ngkat Daerah serta pembinaan teknis dalam analisis jabatan, 
analisis beban kerja, penyusunan formasi jabatan, informasi jabatan, standar 
kompetensi jabatan, evaluasi j a batan da n pedoman umum syara t ja batan. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Kelembagaan dan Analisis 
J a batan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
m elipu ti: 
a. Melaksanakan penyusunan bah a n perencanaan lingkup Subbagian 

Kelem bagaan dan Analisis Jabatan; 
b. Menyia pkarl bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja ; 
c . Menyusu n bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan 

organisasi Perangkat Daerah; 
d. Menyusun bahan evaluasi kelembagaan Peran gkat Daera h dan unit 

pelak sana teknis Daerah; 
e. Menyusun standar kompetensi ja batan; 
f. Menyusun analis is jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi j aba tan; 
g. Menyusu n kaj ian akademik terhadap u sula n penataan organisasi Perangkat 

Daerah; 
h. Menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; 
1. Melak sanakan koordinasi dan fasilitasi sekretariat Komisaria t Wilayah 

Forum Sekretaris Daerah Seluruh In donesia (Komwil Forsesdasi); 
J . Mela ksa n akan penyusunan bahan koordinasi, pem a ntauan , eva luasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kelembagaan dan 

Analisis J a batan ; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pa sa1 33 

(1) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan pembinaan mengenai kesisteman, 
ketatalaksanaan, metode kerja, prosedur kerja, pola hubungan kerja dan 
fasilitasi peningkatan dan pengembangan pelayanan publik Perangkat 
Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

m eliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Pelayanan Publik dan Tata Laksana; 
b. Menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode 

kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja; 
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c. Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang 
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan 
Publik; 

e. Menghimpun dan memfasilitasi standar operasional prosedur yang disusun 
oleh masing-masing Perangkat Daerah; 

f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; 
g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantau an, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa134 

(1) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 3 1 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pen yiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan dan pelaporan kinerja, 
fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerin tah dan 
reformasi birokrasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Kinerj a dan Reformasi 
Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincia n tugas 
melipu ti : 
a. Melaksanakan penyusuna n bahan perencanaan lingkup Subbagian Kinerja 

dan Reformasi Birokras i; 
b. Menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerj a dan reformasi 

birokrasi; 
c. Menyusun bahan Laporan Kin erja Instan si Pemerintah Kabupaten ; 
d. Menyusun road m ap reformasi b irok rasi; 
e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kin erja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) ; 
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan 

Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 
g. Melaksanaka n penyusunan bahan koordinasi , pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasa135 

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi serta urusan rumah tangga 
Bupati dan Wakil Bupati. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi; 
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 

terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 
d . Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 

yang berkaitan dengan tugasnya. 
(3) Dalam menyelen ggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan m empunyai fungsi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
b . Menyelenggarakan pengolahan d a n analisis di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan informasi, pemberitaan, hu bungan 

masyarakat dan jumpa Pers m engenai kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan pemerintah an, pembangunan dan 
kemasyarakatan baik melalui media cetak atau media elektronik; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pelayanan pusa t informasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyaraka tan dan 
informasi lainnya; 

e. Menyelenggarakan fungsi sebagai juru bicara pimpinan Daerah; 
f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi di bidang protokol, komunikasi 

pirnpinan , dan dokumentasi; 
g. Menyelenggarakan penyusunan bahan kerja sa rna di bidang protokol, 

komun ikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan da lam pelayanan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksa n aan kegiatan 

keprotokolan; 
J. Menyelenggarakan penyusunan baha n koordinasi dan fasilitasi kegiatan 

peringatan hari-hari besar nasiona lj bersejarah dan hari jadi Kabupaten; 
k. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 

pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengoordinasian kegiatan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan unit keIja terkait; 
n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. Subbagian Protokol; 
b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 
c. Subbagian Dokumentasi. 
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Pasal36 

(1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan 
penataan acara yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah dalam 
hal penyambutan dan penerimaan tamu Pemerintah Daerah, koordinasi dan 
fasilitasi keprotokolan dan penyusunan informasi dan jadwal kegiatan Bupati 
dan Wakil Bupati. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Protokol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan ba han perencanaan lingkup Subbagian 

Protokol; 
b. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

Pem erintah Daerah; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi danl atau fasilitasi keprotokolan; 
d. Menyiapkan bahan inform asi aca ra dan jadwal kegiatan Bupati da n Wakil 

Bupati; 
e. Mela ksanakan penyiapan bah a n koord inasi dan fasilitasi pela k sanaan 

k egia tan peringatan hari-h a ri besar n asiona ll bersejarah dan hari jadi 
Ka bupaten Tasikmalaya; 

f. Melak sanakan pen gembangan, pen ggalian konsep dan design program 
aca ra; 

g. Melaksanakan pemeriksaan kelayakan tempat, kesiapan a dministrasi, 
teknis dan non teknis kegiatan I acara; 

h . Melalcsanakan pem berian solusi terhadap perm asala han kegiatan/ acara; 
1. Melaksa n akan evaluasi dan penyusun an laporan setiap pelak sanaaan 

kegiatan l aca ra. 
J. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan koord inasi , pemantau an, evaluasi dan 

pela poran hasil pe1aksanaan tugas lingkup SUbba gia n Protokol; da n 
1. Melaksanakan tu gas k edina san lainnya. 

Pa sa137 

(1) Subbagian Komunikasi Pimpinan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 35 ayat 
(4) huruf b mem punyai tugas pokok melaksa nakan pengum pulan bahan dan 
penyampaian informasi, penyusunan naskah sambutan Bupati dan Wakil 
Bupati dan pelaksanaan fungsi juru bicara pimpina n Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok, Subbagian Komunikasi Pimpinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Komunikasi Pimpinan; 
b . Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru 

bicara pimpinan Daerah; 
c. Memberi masukan kepada plmpman Daerah tentang penyampruan 

informasi tertentu; 
d. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai 

dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan; 
e. Menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan 

mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati; 
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f. Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 
g. Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; 
h. Menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; 
1. Melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; 
J. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; 
k. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman 

untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rap at­
rap at serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Komunikasi 
Pimpinan ; d a n 

m. Melaksanakan tugas kedina san lainnya. 

Pasal38 

(1) Subba gian Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 35 
ayat (4) huruf c m empunyai tugas pokok melaksanakan penyusuna n bahan 
peliputan m edia dan pendokumentasian kegiatan, penyusunan notulen s i rap at 
Bupa ti da n Wakil Bupati . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Dokumentasi Pimpinan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1 ) m empunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusun an bahan perencanaan lingkup Su bbagian 

Dokum entasi Pimpinan; 
b. Mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bu pati; 
c. Menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; 
d. Mem fasilita si peliputan m edia terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pelayanan pusat informasi 

pem erintalla n, pembangunan, kemasyarakatan dan informasi lain n ya; 
f. Melaksanakan penyia pan ba han, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan 

hubungan masyarakat; 
g. Mela ksan akan penyusun a n bahan koordinasi, pem antauan , evaluasi dan 

pelaporan h a sil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Dokumentasi 
Pimpin an; dan 

h. Melaksanakan tu gas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bagian Tata U saha 

Pasa139 

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d 
mempunyaJ. tugas pokok m elaksanakan penylapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di 
bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, tata usaha dan kepegawaiant 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bagian Tata U saha mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang 

perencanaan, keuangan, pelaporan, tata usaha dan kepegawaian; 
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, tata usaha dan kepegawaian; 
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c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

perencanaan, keuangan, pelaporan; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusu nan ba han perencanaan lingkup Bagian Tata 
Usaha; 

b. Menyelengga rakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, 
kegiatan, anggaran, tata usa ha da n kepegawaia n Sekreta riat Daera h; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan anggaran 
Sekretariat Daera h ; 

d. Menyelenggarakan pengelolaan ka s dan perbendaharaan; 

e. Menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 

f. Menyelenggarakan pelaksanaan proses aku ntansi dan pelaporan keua ngan; 

g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan 
Sekretariat Daerah; 

h. Menyelen ggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
penyelen ggaraan pem erintahan Perangkat Daerah bidang keuangan ; 

1. Menyelenggarakan penyusunan ba han koordin asi, pembin a a n dan 
pelayanan administrasi tugas Perangkat Daerah bidang keuangan; 

J. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi program dan kegiatan 
serta pencapaian sasaran dan target Perangkat Daerah bidang keu a ngan; 

k. Menyelenggarakan penyusunan bahan pelayana n a dm inistrasi 
keta tausahaa n da n kepegawa ian Sekretariat Daerah; 

l. Menyelenggaraka n pemantauan, evaluasi dan pengelolaan administrasi 
perka ntoran m eliputi kegiatan tata u saha umum, persuratan, kepegawaian 
Sekre taris Daer ah, As isten Sekretaris Daerah , Staf Ahli, dan rapat-rapat 
dinas; 

m. Menyelen ggarakan penyusu n an bah a n kegiatan pelaya nan pusat informasi 
pemerintahan, pembanguna n, kemasyarakata n dan informasi lainnya; 

n . Menyelenggarakan pemantauan, evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bagian Tata Usaha; 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan la innya. 
(4) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

Pasal40 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan fasilitasi , perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja, dan 
pelaporan Sekretariat Daerah. 



43 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b . Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat daerah yang 
meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) 
tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

c. Menyiapkan ba h an fasilit a si pelaksan a kaan asistensi dan verifikasi RKA, 
Dokumen Pelaksanaan Angga ra n (DPA) , Dokumen Pela ksanaan Perubahan 
Anggara n (DPPA) Perangkat Daerah; 

d. Menyusun perjanj ian kinerja Sekretariat Daerah; 

e. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah; 

f. Menyusun bahan evalu asi rencana kerja Sekretariat Daerah; 

g. Menyusun bahan laporan Sistem Pen gendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lingkup Subbagian Perencanaan, 
Evalu asi dan Pelaporan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan la innya. 

Pasa l 41 

(1) SUbbagian Keuan gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b 
mempu n yai tugas pokok m elaksanakan penyusun an bahan penata usahaan 
keuangan, pengelolaan administrasi k eu angan dan anggaran , pem bin aan dan 
fasilitasi anggaran ser ta pelaksanaan s istem pengendalian intern . 

(2) Dalam m enyelen ggarakan tugas pokok , Su bbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) mempunyai rin cian tugas m eliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Keuanga n; 

b. Melaksanakan pen atausah aan keuangan Sekretariat Daerah; 

c. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. Menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah; 

e. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Keuangan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal42 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahan umum, pengelolaan kepegawaian, dokumentasi dan pengelolaan 
kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian Tata 

Usaha dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, 
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, 
persurata n, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf 
Ahli, da n ra pat-rapat dinas; 

d. Mela ksa nakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat 
Daerah; 

e. Me1aksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evalua si dan 
pelaporan hasil pelaksan aan tu gas lingkup Subbagian Tata Usah a dan 
Kepegawaian; dan 

f. Melak sanakan tugas kedinasa n lainnya. 

Bagian Kelima 
Sta f Ahli Bupati 

Pa ragraf 1 

Kedudukan 

Pasa1 43 

(1) Staf Ahli Bupati sebagai un sur pembantu Bupati. 
(2) Staf Ahli Bu pa ti berada di bawah da n bertanggung jawab k epada Bu pati dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 
(3) Staf Ahli Bupati seba gaima na dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum; 
b . Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomia n dan Pem bangunan; dan 
c. Staf Ah li Bu pa ti Bidang Kemasya rakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Paragraf 2 
Tugas 

Pasa144 

(1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan rekomendasi terhadap isu­
isu strategis kepada Bupati sesuai kea hliannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf 
Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi: 
a. Pemberian saran dan pendapat kepada Bupati mengenai isu-isu strategis 

sesuai dengan bidang keahliannya; 
b. Pelaksanaan telaahan dan kajian mengenai isu-isu strategis sesuai dengan 

bidang keahliannya; dan 
c . Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mengenai 

isu-isu strategis sesuai dengan keahliannya. 
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Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa145 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf f berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang 
dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis d an j enjang Jabata n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincia n tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perun dang­

undan gan. 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 46 

Pada saa t m u la i berlakunya Peratu ran Bupati 1m, pejabat yang a da tetap 

mendudu ki jabatannya dan melaksanakan tugasn ya sampai dengan 

ditetapka nnya pejabat yang baru berdasarka n Pera turan Bupati ini. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sa147 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahu n 2019 ten ta n g Tugas dan 

Fungsi Sekretariat Daera h sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 31 Ta hun 2021 tentang Peruba h an atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tenta n g Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Daerah; 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Ta ta Ruang, Perumahan dan Permukiman; 
c . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Sekretariat Daerah; 
e. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman; 
f. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. 

Diunda n gkan di Sin gaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 48 


